GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN, JANGKA WAKTU DAN PEMBATASAN AKTIVITAS

Menimbang

Mengingat

LUAR RUMAH PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5) Peraturan
Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan
Corona Virus Disease 2019 dan mempertimbangkan masih tingginya
tingkat kasus aktif Corona Virus Disease 2019 yang memerlukan
perpanjangan waktu pemberlakuan pembatasan aktivitas luar
rumah Pembatasan Sosial Berskala Besar, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Pemberlakuan, Jangka
Waktu dan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah Pembatasan Sosial
Berskala Besar;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia‘ - (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor ‘9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas: Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

P
*%

KETIGA

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6236);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan
Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6487);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pembatasan ‘Sosial Berskala Besar dalam Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 326);

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan
Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
2008);

8. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor
62002);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN,
JANGKA WAKTU DAN PEMBATASAN AKTIVITAS LUAR RUMAH
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR.

Menetapkan perpanjangan pemberlakuan, jangka waktu dan
pembatasan aktivitas luar rumah Pembatasan Sosial Berskala Besar
selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 26 Januari 2021
sampai dengan tanggal 8 Februari 2021.

Dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU diberlakukan pembatasan
aktivitas luar rumah Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan
menerapkan protokol kesehatan COVID-19 sesuai dengan Peraturan
Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan
Corona Virus Disease 2019.

Jenis pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud
dalam diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.



—

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

OCWVWHONOUTLP, WN

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2021

N DAERAH KHUSUS
WA JAKARTA,

. Menteri Dalam Negeri

. Menteri Kesehatan

. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

. Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)
. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta

. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta

. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

. Para Camat Provinsi DKI Jakarta

. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
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